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VISI DAN MISI 
FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 

VISI 

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan 
Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan 
nilai-nilai Kristiani dan Pancasila. 

MISI 

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan 
mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang perkembangan ilmu hukum 
melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan 
tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.  

2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa 
menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku 
yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.  

3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawasan nasional dan 
internasional.  

4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme 
dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.  

5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan profesi 
dalam bidang hukum.  

6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat 
meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan 
rakyat Indonesia.  

7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi 
penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun 
swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan 
implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya. 

Nilai Nilai Universitas Kristen Indonesia 

1. Rendah Hati (Humility)| Filipi 2:3 
2. Berbagi dan Peduli (Sharing and Caring)| Ibrani 10:24 
3. Disipline (Disclipine)| Efesus 5:16 
4. Profesional (Professional)| Matius 25:21 
5. Bertanggung jawab (Responsibility)| Matius 25:23 
6. Berintegritas (Integrity)| Amsal 19:1. 
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ABSTRAK 

A Nama : Novelia Angelita 
B NIM : 1840050038 
C Bagian : Hukum Internasional 
D Judul : Kewenangan International Criminal Court dalam 

Melakukan Penegakan Hukum Kepada Pelaku 
Kejahatan Pidana Internasional Di Negara Yang 
Bukan Meratifikasi Statuta Roma Tahun 1998. 

E Halaman : i-xv + 85 + Daftar Pustaka 
F Kata Kunci : Yurisdiksi, Pengadilan Pidana Internasional, 

Kejahatan Perang 
G Ringkasan Isi :  

Menanggapi pengaduan dari 3 (tiga) organisasi hak asasi manusia 
Palestina kepada ICC yang pada intinya meminta dikeluarkannya surat perintah 
penangkapan terhadap 3 (tiga) pimpinan Israel, setelah lebih dari satu tahun sejak 
pengaduan tersebut, ICC mengeluarkan surat penangkapan terhadap Benjamin 
Netanyahu selaku Perdana Menteri, Yoav Gallant  selaku Mantan Menteri 
Pertahanan Israel dan Mohammed Deif selaku Kepala Militer Hamas namun, 
setelah terbitnya Surat Penangkapan atas ketiga orang tersebut di atas apakah pada 
akhirnya surat penangkapan tersebut dapat menjadi solusi atas kejahatan 
kemanusiaan yang terjadi sampai saat ini antara Israel, Palestina dan Hamas. Hal 
tersebut yang menjadi isu hukum terkait bagaimana hukum internasional dalam 
hal mengadili kejahatan israel serta berhasil atau tidaknnya ICC untuk menjaga 
keadilan internasional.  

Penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan menggunakan data 
sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun 
rumusan masalah yang diangkat yaitu Bagaimana Kewenangan ICC dalam hal 
Penegakan Hukum atas Kejahatan Internasional terhadap suatu Negara yang tidak 
Meratifikasi Statuta Roma 1998 dan Apakah ICC dapat melakukan penangkapan 
Kepada Benjamin Netanyahu sebagai perdana menteri melalui Surat Perintah 
Penangkapan oleh Hakim ICC. 

Hasil penelitian didapatkan bahwa berdasarkan ketentuan yang tertdapat 
dalam Statuta Roma 1998 menyatakan ICC memiliki yurisdiksi nya pada 4 
(empat) kejahatan internasional yakni kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, 
kejahatan genosida, dan agresi. ICC memiliki kewenangan untuk mengadili Israel 
terlepas negara tersebut tidak meratifikasi Statuta Roma 1998, karena Israel 
menjadi negara dari pelaku kejahatan perang yang terjadi di Palestina yang 
merupakan negara peserta. Secara hukum Surat Perintah Penangkapan yang 
dikeluarkan oleh ICC memang berlaku namun pada kenyataannya tidak menjamin 
akankah Netanyahu dapat ditangkap atau tidak, seperti yang diketahui bahwa ICC 
tidak memiliki polisi dunia. Kerjasama dari negara-negara peserta yang dapat 
membantu ICC dalam melakukan penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu 
karena Israel bukan negara peserta yang dapat ditangkap di negara nya sendiri. 
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ABSTRACT 

A Name : Novelia Angelita 
B NIM : 1840050038 
C Section : Internasional Law 
D Title of Thesis : The Authority of the International Criminal Court in 

Enforcing Law Against Perpetrators of International 
Crimes in Countries That Have Not Ratified the Rome 
Statute of 1998. 

E Pages : i-xv + 85 + Bibliography 
F Keywords : Jurisdiction, International Criminal Court, War 

Crimes 

G Conclusion :  
In response to the complaint from three Palestinian human rights 

organizations to the ICC, which essentially requested the issuance of arrest 
warrants against three Israeli leaders, after more than a year since the complaint, 
the ICC issued arrest warrants against Benjamin Netanyahu as Prime Minister, 
Yoav Gallant as former Israeli Minister of Defense, and Mohammed Deif as Head 
of Hamas Military. However, after the issuance of the arrest warrants against 
these three individuals, can these arrest warrants ultimately serve as a solution to 
the ongoing humanitarian crimes between Israel, Palestine, and Hamas? This 
raises a legal issue regarding how international law addresses Israeli crimes and 
whether the ICC will succeed in upholding international justice. 

This research is of a normative juridical type using secondary data 
obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. The formulation 
of the problem raised is: How does the ICC's authority in law enforcement 
regarding international crimes apply to a country that has not ratified the 1998 
Rome Statute, and can the ICC arrest Benjamin Netanyahu as prime minister 
through an Arrest Warrant issued by the ICC judges 

The research findings indicate that based on the provisions contained in 
the Rome Statute of 1998, the ICC has jurisdiction over four (4) international 
crimes, namely war crimes, crimes against humanity, genocide, and aggression. 
The ICC has the authority to prosecute Israel regardless of whether the country 
has ratified the Rome Statute of 1998, because Israel is a state involved in war 
crimes that occurred in Palestine, which is a participating state. Legally, the 
Arrest Warrant issued by the ICC is indeed valid, but in reality, it does not 
guarantee whether Netanyahu can be arrested or not, as it is known that the ICC 
does not have a world police force. Cooperation from participating countries can 
assist the ICC in arresting Benjamin Netanyahu because Israel is not a 
participating country where he can be arrested in his own country. 
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